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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

7.1. KESIMPULAN 

1. Pembubaran partai politik pada setiap periode diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan, kecuali pada masa Orde Baru yang tidak 

mengenal pembubaran partai politik. Pada masa Orde Baru hanya dikenal 

pembekuan pengurus pusat partai politik.  

Alasan pembubaran partai politik pada masa Orde Lama adalah terkait 

ideologi, dasar dan tujuan negara, serta ancaman terhadap keamanan dan 

keutuhan wilayah negara. Ideologi pada masa Orde Lama adalah konsepsi 

nasakom Nasakom. Pada masa Reformasi, alasan pembubaran partai politik 

adalah jika menganut dan atau menyebarkan paham Komunisme/Marxisme-

Leninisme. Selain itu, pembubaran partai politik juga dapat dilakukan 

berdasarkan alasan (a) ideologi; (b) asas; (c) tujuan; (d) program; serta (c) 

kegiatan partai yang bertentangan dengan UUD 1945. 

Pada masa Orde Lama, pembubaran partai politik menjadi wewenang 

Presiden. Pengadilan, yaitu MA, hanya memberikan pertimbangan yang 

sifatnya tidak mengikat. Hal itu hampir sama dengan prosedur pembekuan 

pengurus pusat partai politik pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama 

juga terdapat proses pengakuan partai politik yang mengakibatkan 

pembubaran partai politik. Partai politik diwajibkan menyampaikan laporan 

kepada Presiden disertai persyaratan yang diperlukan. Presiden mengeluarkan 

keputusan menerima atau menolak pengakuan partai politik. Sedangkan pada 

masa reformasi, pembubaran partai politik menjadi wewenang lembaga 

peradilan, yaitu MA dan selanjutnya berdasarkan Perubahan UUD 1945 

menjadi wewenang MK.  

Dengan demikian terdapat perbedaan dalam hal peran pemerintah dan 

pengadilan dalam proses pembubaran partai politik. Pada masa Orde Lama, 

pembubaran partai politik menjadi wewenang pemerintah, yaitu Presiden. 

Pengadilan, dalam hal ini MA, hanya memberikan pertimbangan atas 
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permintaan Presiden. Hal itu hampir sama dengan mekanisme pembekuan 

pengurus pusat partai politik pada masa Orde Baru yang menjadi wewenang 

Presiden dengan pertimbangan MA. Pada masa Reformasi terjadi pergeseran. 

Wewenang memutus pembubaran partai politik dimiliki oleh pengadilan, yaitu 

MA dan selanjutnya MK. Pemerintah hanya berperan sebagai pemohon. 

Salah satu aspek pembubaran partai politik yang belum diatur adalah akibat 

hukum dari pembubaran partai politik. Dari berbagai peraturan perundang-

undangan pembubaran partai politik yang pernah berlaku, hanya pada masa 

Orde Lama yang mengatur akibat hukum pembubaran partai politik. Apabila 

suatu partai politik dibubarkan atau dinyatakan sebagai partai terlarang maka 

anggota partai yang duduk di lembaga perwakilan rakyat dianggap berhenti 

sebagai anggota badan-badan tersebut. Pada masa Orde Baru dan Reformasi 

tidak ada ketentuan yang mengatur akibat hukum pembubaran partai politik.  

2. Selama kurun waktu 1959 hingga 2004 terdapat beberapa kali praktik 

pembubaran partai politik. Pada masa Orde Lama praktik pembubaran terjadi 

dalam bentuk tidak diakuinya 5 (lima) partai politik yang telah ada 

sebelumnya karena dinilai tidak memenuhi syarat dalam peraturan yang 

berlaku, pembubaran 2 (dua) partai politik melalui keputusan Presiden dengan 

alasan terlibat pemberontakan, dan pembekuan 1 (satu) partai politik yang 

tidak pernah dicairkan kembali selama periode Orde Lama dengan alasan 

memecah-belah persatuan nasional.  

Pada awal masa Orde Baru, terdapat 1 (satu) partai politik yang dibubarkan 

namun tidak menggunakan aturan hukum yang berlaku pada saat itu. 

Pembubaran dan pelarangan tersebut terjadi dengan alasan ancaman keamanan 

negara serta ideologi partai yang dibubarkan dinilai bertentangan dengan 

Pancasila dan para penganutnya telah beberapa kali berupaya merobohkan 

kekuasaan yang sah. Selain itu, pada awal Orde Baru juga terjadi pembekuan 

1 (satu)  partai politik dengan alasan memiliki keterkaitan edngan partai yang 

telah dibubarkan. Tindakan pembekuan ini tidak dikenal dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Selain itu, pada masa awal 

Orde Baru juga terdapat kebijakan penyederhanaan melalui fusi partai politik 

yang mengakibatkan pembubaran partai-partai politik yang melakukan fusi 
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menjadi 2 (dua) partai politik dan satu golongan karya. Kebijakan tersebut 

dilanjutkan dengan pembatasan dan pengekangan kebebasan partai politik. 

Sedangkan pada masa reformasi, terdapat praktik dua gugatan pembubaran 

satu partai politik ke MA yang diajukan oleh beberapa individu dan organisasi 

non pemerintah. Gugatan tersebut satu diputus tidak dapat diterima karena 

pelanggaran yang dituduhkan masih dalam proses persidangan di tingkat 

pengadilan negeri, dan satu gugatan ditolak karena dinilai tidak cukup bukti. 

Selain praktik tersebut, juga terdapat Maklumat Presiden yang membekukan 

satu partai politik sambil menunggu putusan pengadilan karena dianggap 

menghalangi proses reformasi total. Namun maklumat tersebut dinyatakan 

bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Fatwa 

MA dan Ketetapan MPR. 

Dengan demikian dalam kurun waktu 1959 hingga 2004 telah terjadi 3 (tiga) 

pembubaran partai politik, 2 (dua) pembekuan partai politik yang berakibat 

sama dengan pembubaran, dan 3 (tiga) upaya pembubaran partai politik 

namun tidak berujung pada pembubaran. Tiga pembubaran partai politik 

terjadi masing-masing 2 (dua) pada masa Orde Lama yang dilakukan sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku saat itu dan 1 (satu) pada masa Orde Baru 

yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. 

Pembekuan partai politik terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru tanpa 

memiliki dasar hukum. Sedangkan 3 (tiga) upaya pembubaran partai politik 

terjadi pada masa Reformasi, 2 (dua) dilakukan melalui pengadilan sesuai 

aturan hukum yang berlaku dan 1 (satu) upaya oleh Presiden melalui 

maklumat.  

3. Pengaturan partai politik di masa yang akan datang bertujuan untuk menjamin 

dan melindungi kebebasan berserikat, sekaligus melindungi kostitusi, 

kedaulatan negara, serta keamanan nasional. Pengaturan partai politik 

sebaiknya dibuat dengan menggabungkan unsur-unsur dari paradigma 

libertarian, political market, managerial, progressive, dan pluralist. 

Pengaturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem kepartaian yang 

sesuai dengan model demokrasi di Indonesia, yaitu sistem multi partai 

sederhana dengan beberapa partai dominan. 
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Dari berbagai bentuk pembubaran yang pernah ada dalam peraturan dan 

praktik, yang sesuai dengan UUD 1945 serta prinsip negara hukum dan 

demokrasi, yaitu pembubaran oleh putusan pengadilan berdasarkan prinsip 

due process of law dan free and fair trial. Berdasarkan UUD 1945, pengadilan 

yang berwenang membubarkan partai politik adalah MK.  

Alasan pembubaran partai politik di masa yang akan datang sebaiknya diatur 

lebih detail berdasarkan tujuan adanya pengaturan pembubaran partai politik 

yaitu untuk menjamin hak kebebasan berserikat, melindungi konstitusi, 

kedaulatan negara, serta keamanan nasional. Berdasarkan hal tersebut alasan-

alasan pembubaran di masa yang akan datang dapat ditentukan meliputi, 

bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, melanggar nilai dan prinsip 

dasar konstitusional, hendak mengubah dan/atau mengganti UUD 1945 

dengan jalan paksa atau kekerasan, bermaksud menggantikan tatanan 

demokrasi berdasarkan UUD 1945 dengan tatanan otoritarianisme atau 

fasisme, mengambil alih kekuasaan atau mempengaruhi kebijakan dengan cara 

kekerasan, melanggar kebebasan dasar dan hak asasi manusia, menerima 

bantuan pihak asing tanpa seijin pemerintah, memberi bantuan kepada pihak 

asing tanpa seijin pemerintah, membahayakan persatuan dan kesatuan serta 

integritas wilayah nasional, membahayakan kedaulatan negara, 

membahayakan eksistensi dan kemerdekaan negara, mendirikan organisasi 

yang bersifat militer atau paramiliter, atau organisasi rahasia, menghasut atau 

mendukung sentimen rasial, agama, etnis, dan kedaerahan yang dapat 

menimbulkan konflik sosial, menggunakan cara-cara kekerasan dalam 

menjalankan aktivitasnya. 

Permohonan pembubaran partai politik di masa yang akan datang dapat 

diajukan oleh sejumlah anggota DPR dan/atau DPD selain pemerintah. Selain 

itu, partai politik dapat menjadi pemohon kepada MK khusus terhadap 

keputusan pembubaran atau yang mengakibatkan bubarnya partai politik 

tersebut. Hal itu sebagai wujud perlindungan terhadap kebebasan berserikat 

terhadap keputusan yang sewenang-wenang sesuai dengan prinsip equal 

treatment under the law. 
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Ketentuan lain yang perlu diatur di masa mendatang adalah pemeriksaan 

persidangan dan akibat hukum pembubaran partai politik. Pemeriksaan 

persidangan meliputi penentuan dan acara pemeriksaan bukti-bukti yang 

meliputi bukti dokumen fakta yang dapat dilakukan berdasarkan acara pidana. 

Sedangkan akibat hukum yang perlu diatur adalah terkait dengan status partai 

politik, sanksi bagi pengurus dan anggota tertentu yang terlibat dan 

bertanggungjawab terhadap pelanggaraan, status anggota lembaga perwakilan 

dan pejabat dari partai politik yang dibubarkan, serta harta kekayaan partai 

politik. 

 

7.2. SARAN 

1. Ketentuan terbaru yang mengatur partai politik, yaitu Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008, tidak banyak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya, 

yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001. Di masa yang akan datang 

perlu diatur lebih detail mengenai alasan-alasan pembubaran dan prosedur 

pembubaran yang meliputi penambahan pemohon anggota DPR dan/atau DPD 

serta partai politik selain pemerintah, serta akibat hukum pembubaran partai 

politik. Selain itu juga perlu diatur kemungkinan pelanggaran yang dilakukan 

oleh pengurus partai politik tingkat daerah atau oleh organisasi sayap politik. 

Sedangkan mengenai persidangan pembubaran partai politik, perlu diatur lebih 

detail mengenai acara pemeriksaan di dalam perubahan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003. 

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, diberlakukan ketentuan 

mengenai parliamentary treshold. Namun, suatu partai politik yang tidak 

dapat mengikuti pemilihan umum karena tidak lolos verifikasi KPU, ataupun 

mengikuti pemilihan umum tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan parliament 

treshold, tidak memiliki konsekuensi pembubaran. Di beberapa negara, 

pembubaran dapat dilakukan terhadap partai politik yang untuk beberapa kali 

tidak dapat mengikuti pemilu atau tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR. 

Alasan ini dapat diterapkan dengan dasar pemikiran bahwa partai tersebut 

tidak dapat menjalankan fungsi utamanya dan tidak memperoleh dukungan 

masyarakat. Namun, pembubaran karena alasan tersebut harus tetap 
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memberikan hak bagi anggota partai yang dibubarkan melanjutkan eksistensi 

organisasinya berdasarkan aturan organisasi yang bersifat umum, bukan partai 

politik. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai akibat hukum partai politik 

terutama terkait dengan pertanggungjawaban anggota atau pengurus terhadap 

pelanggaran partai politik. Selain itu, juga perlu dilakukan penelitian 

mengenai akibat hukum pembubaran terhadap status anggota lembaga 

perwakilan dan pejabat publik dari partai yang dibubarkan, terkait dengan cara 

pemilihan dan hubungan hukum antara partai politik, anggota yang sedang 

menjabat, serta lembaga-lembaga negara di mana anggota tersebut menjabat. 
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